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GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 50 TAHUN 2OI7
TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,
Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah

Nomor 58 Tahun 2oo5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
juneto Pasal 93 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18

Tahun zaoo tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

maka penJrusunan rencana kerja dan anggaran organisasi
Perangkat Daerah menggunakan instrumen indikator kineda,
standar biaya, dan evaluasi kinerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan ssfuagaimana dimaksud huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2OlB;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor I Tahun 1967 tentang Pembentukan

Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
L967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2828l,;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2AO3 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3
Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 42861;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zor4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 20lS tentang
Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2ar4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 56791;
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Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya

Undang-Undang Nomor 9 Tahun L967 dan Pelaksanaan

Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 285ah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OOS Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a5781;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OL1 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2OL 1 Nomor 31O);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 201'7

tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun ZOLT Nomor 825);

8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2OOT

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2OAT), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor

4 Tahun 2At6 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2OAT tentang Pokok-pokok

Pengetolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi

Bengkulu Tahun 2AL6 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN
TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.

4.

5.

6.
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4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Bengkulu.
5. sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah provinsi Bengkulu.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Provinsi Bengkulu.

7. standar Biaya Masukan adalah satuan biaya yang ditetapkan untuk
menJrusun biaya komponen keluaran (output).

8. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan
penganggararl yang berisi rencana pendapatan, rencarLa belanja
program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan

sebagai dasar pen]rusunan Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah.

BAB II

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini diatur mengenai Standar Biaya
Masukan Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3

(1) standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 201,8 terdiri atas:

a. biaya satuan; dan

b. tarif;

(2) Besaran standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud pad.a ayat
(1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang

menrpakan bagran yang tidak terpisahkan dari peraturan

Gubernur ini.

Pasal 4

(1) Dalam rangka pen]rusunan dan pelaksanaan Anggaran pendapatan

dan Belanja Daerah, standar Biaya Masukan Tahun Anggaran
2018 berfungsi sebagai batas tertinggi untuk menghasilkan biaya
komponen keluaran (outpttt).

(2) Fungsi standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2o1g sebagai

batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.

Pasal 5

(1) Perangkat Daerah dalam men]rusun RKA menggunakan standar
Biaya Masukan Tahun Anggaran 2a18 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3.
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(2) Dalam rangka penyusunan RKA, Perangkat Daerah dapat

menggunakan satuan biaya masukan lainnya dengan berpedoman

pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Perangkat Daerah bertanggung jawab atas kesesuaian penggunaan

Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

bertanggung jawab atas kebenaran formal dan material terhadap

penggunaan satuan biaya masukan lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat {21.

(4) Pengawasan atas penggunaan Standar Biaya Masukan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan satuan biaya masukan

lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan oleh

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur Bengkulu ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap ora.ng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 2L-t2-2O17

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 2l-12-201'7

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd.

NOPIAN ANDUSTI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR 51

TK.I
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LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNURBENGKULU
NOMOR 50 TAHUN 2OL7
TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2018

SIANDAR BIAYA I{A'SUKAN TAHUN AI'IGCIARAN T18
YA}IG BERFUNGSI SEEAGAI BATAS TERM{GGI

No Uraian Satuan
Biaya TA.
2O17 (Rp)

1 2 3 4

1. Penangguns Jawab Pengelola Keuangan
1.1 Honorarium Pejabat Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggatan/ILoordlnator I(PA di
Lingkungan Sekretariat Daerah
a. Nilai pazu dana s.d. 100 juta. OB 1.040.0O0,-

b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d.
250 iuta.

OB 1.250.000,-

c. Nilai pagu dana diatas 25O juta s.d.
5OO iuta.

OB 1.450.000,-

d. Nilai pagu dana diatas 5OO juta s.d.
I rnilyar'.

OB 1.660.O00,-

e. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d.
2,5 milyar.

OB 1.970.000,-

f. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar
s.d. 5 milyar.

OB 2.280.OOO,-

g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d.
1O milyar.

OB 2.590.000,-

h. Nilai pagu dana diatas 1O milyar s.d.
25 milyar.

OB 3.O10.000,-

i. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d.
5O milyar.

OB 3.420.000,-

j. Nilai pagu dana diatas 5O milyar s.d
75 milyar

OB 3.840.000,-

k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar s.d.
lOO milyar

OB 4.250.O00,-

1. Nilai pagu dana diatas 100 milyar
s.d. 250 milyar

OB 4.770.AOO,-

m. Nilai pagu dana diatas 25O milyar
s.d. 5OO milyar

OB 5.290.OOO,-

n. Nilai pagu dana diatas 5OO milyar
s.d. 75O milyar

OB 5.810.000,-

o. Nilai pagu dana diatas 75O milYar
s.d. 1 triliun

OB 6.330.0O0,-

p. Nilai Pazu dana di atas Rp. 1 Triliun OB 7.370.000,-

L.2 Ilonorarirrm Pejabat Penatausahaan
Keuansan (PPK)

a. Nilai pazu dana s.d. 1OO juta. OB 400.0oo,-

b. Nilai pagu dana diatas lOO juta s.d.
250 iuta.

OB 500.000,-

c. Nilai pagu dana diatas 25O juta s.d.
5OO iuta.

OB 600.000,-

d. Nilai pagu dana diatas 5OO juta s.d.
1milyar.

OB 700.ooo,-

e. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d.
2,5 milyar.

OB 800.000,-
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No Uraian Satuan Biaya TA.
2017 (Rp)

1 2 3 4

f. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar
s.d. 5 milyar.

OB 900.000,-

g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d.
10 milyar.

OB 1.O50.OO0,-

h. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d.
25 milyar.

OB 1.300.oo0,-

i. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d.
5O milyar.

OB 1.600.oo0,-

j. Nilai pagu dana diatas 5O milyar s.d
75 milyar

OB 1.850.000,-

k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar s.d.
1OO milyar

OB 2.100.000,-

1. Nilai pagu dana diatas 1OO milyar
s.d- 25O railyar

OB 2.500.000,-

m. Nilai pagu dana diatas 25O milyar OB 3.OOO.OOO,-

1.3 llonorarium Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu
a. Nilai pazu dana s.d. 1OO iuta. OB 340.000,-
b. Nilai pagu dana diatas 1OO juta s.d.

25O iuta.
OB 420.000,-

c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d.
5OO iuta.

OB 500.000,-

d. Nilai pagu dana diatas 5OO juta s.d.
l milvar.

OB 570.0O0,-

e. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d.
2,5 milyar.

OB 670.000,-

f. Nilai pagu dana diatas 2,5 rnilyar
s.d. 5 milyar.

OB 770.OOO,-

g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d.
1O milyar.

OB 860.0O0,-

h. Nilai pagu dana diatas 1O milyar s.d.
25 milyar.

OB 1.090.O00,-

i. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d.
5O milyar.

OB 1.320.OOO,-

j. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d
75 milyar

OB 1.550.000,-

k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar s.d.
1OO milyar

OB 1.780.O00,-

1. Nilai pagu dana diatas 1OO milyar
s.d. 250 milyar

OB 2.r20.ooo,-

m. Nilai pagu dana diatas 25O milyar
s.d. 500 milyar

OB 2.470.AOO,-

n. Nilai pagu dana diatas 500 milyar
s.d. 75O milyar

OB 2.810.000,-

o. Nilai pagu dana diatas 750 milyar
s.d. 1 triliun

OB 3.160.0O0,-

p. Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 Triliun OB 3.840.OOO,-

L.4 Honorarium Staf Pengelola Keuangan/
Staf Pembantu PPK/ Staf Pembantu
Bendahara Pengeluaran/ Staf
Bendahara Peageluaran Pembantu
/Petugas Pengelola Adr'.inistrasi
Belania Pegawai
a. Nilai pasu dana s.d. 1OO iuta. OB 260.0O0,-
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No Uraian Satuan
Biaya TA.
2017 (Rp)

1 2 3 4

b. Nilai pagu dana diatas 1OO juta s.d.
25O iuta.

OB 310.O00,-

c. Nilai pagu dana diatas 25O juta s.d.
500 iuta.

OB 370.OOO,-

d. Nilai pagu dana diatas 5OO juta s.d.
1milyar.

OB 430.000,-

e. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d.
2,5 milvar.

OB 500.000,-

f. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar
s.d. 5 milyar.

OB 570.0O0,-

g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d-
1O milyar.

OB 640.000,-

h. Nilai pagu dana diatas 1O milyar s.d.
25 milvar.

OB 910.000,-

I. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d.
5O mipelyar.

OB 980.000,-

j. Nilai pagu dana diatas 5O milyar s.d
75 milyar

OB 1.150.OOO,-

k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar s.d.
lOO milyar

OB 1.330.O00,-

l. Nilai pagu dana diatas 1OO milyar
s.d. 25O milyar

OB 1.580.0O0,-

m. Nilai pagu dana diatas 250 milyar
s.d. 500 milyar

OB 1.840.OO0,-

n. Nilai pagu dana diatas 500 milyar
s.d. 750 milyar

OB 2.090.000,-

o. Nilai pagu dana diatas 75O milYar
s.d. l triliun

OB 2.350.O00,-

p. Nilai Pazu dana di atas Rp. 1 Triliun OB 2.860.0OO,-

1.5 Bendahara/Junr BaYrar Gaji
a. Nilai pasu dana s.d. Rp. 25 Milyar OB 250.O0O,-

b. Nilai pagu dana s.d. Rp. 25 Milyar
s.d. Rp. 5O milyar

OB 330.000,-

c. Nilai pagu dana s.d. Rp. 5O Milyar
s.d. Rp. 5O milvar

OB 410.0OO,-

d. Nilai pagu dana s.d. Rp. 1O0 Milyar
s.d. Rp. 2OO milvar

OB 490.000,-

e. Nilai pasu diatas Rp. 2OO milyar OB 570.O00,-

2. Honorarium Pengelola Penerimaan Daerah
Bukan Pajak
2-L PeJabat Yaag Bertugas Melakukan

Pemungutan Penerimaan Daerah Atau
Atasan Langsung
a. Nilai Penerimaan per tahun s.d. Rp.

1O0 iuta
OB 420.AOO,-

b. Nilai Penerimaan per tahun diatas
Rp. 1OO juta s.d. Rp. 25O juta

OB 510.O00,-

c. Nilai Penerimaan per tahun diatas
Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta

OB 610.OO0,-

d. Nilai Penerimaan per tahun diatas
Rp. S00juta s.d. Rp. lmilYar

OB 700.o00,-

e. Nilai Penerimaan per tahun diatas
Rp. 1 rnilyar s.d. Rp. 2,Smilyat

OB 890.000,-
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No Uraian Satuan
Biaya TA.
2017 {Rp)

1 2 3 4

f. Nilai Penerimaan per tahun diatas
Rp. 2,5 milyar s.d. Rp. SmilYar

OB 1.070.000,-

g. Nilai Penerirlr'aan per tahun diatas
Rp. 5 milyar s.d. Rp. 10 milYar

OB 7.260.O4O,-

h. Nilai Penerimaan per tahun diatas
Rp. 1O milyar s.d. Rp. 25mi1Yar

OB 1.540.oo0,-

i. Nilai Penerimaan per tahun diatas
Rp. 25 milyar s.d. Rp. 50 milyar

OB 1.820.000,-

j. Nilai Penerimaan per tahun diatas
Rp. 5O milyar s.d. RP. 75 milYar

OB 2.100.000,-

k. Nilai Penerimaan per tahun diatas
Rp. 75 milyar s.d. Rp. 100 milyar

OB 2.380.000,-

1. Nilai Penerimaan per tahun diatas
Rp- 1OO milyar s.d. Rp. 250 milyar

OB 2.76A.OOO,-

m. Nilai Penerimaan per tahun diatas
Rp. 25O milyar s.d. RP. 5OO milYar

OB 3.130.000,-

n. Nilai pagu dana diatas 5OO rnilyar
s.d. 75O milyar

OB 3.500.ooo,-

o. Nilai pagu dana diatas 750 milyar
s.d. I triliun

OB 3.880.O00,-

p. Nilai Pazu dana di atas Rp. 1 Triliun OB 4.620.OOO,-

2.2 BendaharaPenerimaan
a. Nilai Penerimaan per tahun s.d. Rp.

lOO iuta
OB 340.0OO,-

b. Nilai Penerimaan per tahun diatas
Rp. 1OO iuta s.d. Rp. 250 juta

OB 420.O00,-

c. Nilai Penerimaan per tahun diatas
Rp. 250 iuta s.d. Rp. 5OO iuta

OB 500.o00,-

d. Nilai Penerimaan per tahun diatas
Rp. S0oiuta s.d. Rp. 1 milvar

OB 570.000,-

e. Nilai Penerimaan per tahun diatas
Rp. 1 milvar s.d. Rp. 2,Srni7var

OB 730.000,-

f. Nilai Penerimaan per tahun diatas
Rp. 2,5 milyar s.d. Rp. Smilyar

OB 980.o00,-

g. Nilai Penerimaan per tahun diatas
Rp. 5 milyar s.d. Rp. 1O milyar

OB 1.O30.0O0,-

h. Nilai Penerimaan per tahun diatas
Rrr. 1O milvar s.d. Rp. 25 milvar

OB L.260.OO4,-

i. Nilai Penerimaan per tahun diatas
Rp. 25 milyar s.d. Rp. 5O milvar

OB 1.490.000,-

j. Nilai Penerimaan per tahun diatas
Rr:. 5O milyar s.d. Rp. 75 milyar

OB 7.720.OOO,-

k. Nilai Penerimaan per tahun diatas
Rp. 75 milyar s.d. Rp. 100 milyar

OB 1.950.OOO,-

1. Nilai Penerimaan per tahun diatas
Rp. lOO milyar s.d. Rp. 250 milvar

OB 2.260.OOO,-

m. Nilai Penerimaan per tahun diatas
Rp. 250 milyar s.d. Rp. 5OO milyar

OB 2.560.0O0,-

rr. Nilai pagu dana diatas 5OO milyar
s.d. 75O milyar

OB 2-87A.OOO,-

o. Nilai pagu dana diatas 75O milyar
s.d. I triliun

OB 3.170.000,-

p. Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 Triliun OB 3.790.000,-
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{2} Dalam rangka pen5rusuna.n RKA, Perangkat Daerah dapat

menggqnakan satuan biaya masukan lainnya dengan berpedoman

pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Perangkat Daerah bertanggung jawab atas kesesuaian penggunaan

Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

bertanggung jawab atas kebenaran formal dan material terhadap

penggunaan satuan biaya masukan lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat {21.

(4) Pengawasan atas penggunaan Standar Biaya Masukan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan satuan biaya masukan

lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur Bengkulu ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 2L-L2-2CIt7

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 2L-L2-2OL7

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd.

NOPIAN ANDUSTI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR 51

u*.{o
i dengan asliny4

TK.I
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No Uraian Satuan
Biaya TA.
2017 (Rp)

1 2 3 4
2.3 Honorarium Petugas Penerima

Penerimaan Daerah Bukan Pajak Dan
Retribusi Atau Anggota
a. Nilai Penerimaan per tahun s.d. Rp.

100 iuta
OB 260.000,-

b. Nilai Penerimaan per tahun diatas
Rp. 1OO iuta s.d. Rp. 25O juta

OB 310.OOO,-

c. Nilai Penerimaan per tahun diatas
Rp. 250 iuta s.d. Rp. 5OO juta

OB 370.000,-

d. Nilai Penerimaan per tahun diatas
Rp. 500iuta s.d. Rp. lmilyar

OB 430.000,-

e. Nilai Penerimaan per tahun diatas
Rp. 1 milyar s.d. Rp. 2,Smilvar

OB 540.000,-

f. Nilai Penerimaan per tahun diatas
Rp. 2,5 milyar s.d. Rp. Smilyar

OB 660.000,-

g. Nilai Penerimaan per tahun diatas
Rp. 5 milvar s.d. Rp. 1O milvar

OB 770.OOO,-

h. Nilai Penerimaan per tahun diatas
Rp. 1O milyar s.d. Rp. 25 milyar

OB 940.000,-

i. Nilai Penerimaan per tahun diatas
Rp. 25 milyar s.d. Rp. 5O milyar

OB 1.110.OOO,-

j. Nilai Penerimaan per tahun diatas
Rp. 5O milyar s.d. Rp. 75 milyar

OB 1.280.000,-

k. Nilai Penerimaan per tahun diatas
Rp. 75 milyar s.d. Rp. 1OO milvar

OB 1.450.000,-

1. Nilai Penerimaan per tahun diatas
Rp. 1OO milyar s.d. Rp. 250 milvar

OB 1.680.000,-

m. Nilai Penerimaan per tahun diatas
Rp. 250 milyar s.d. Rp. 500 milvar

OB 1.910.000,-

n. Nilai pagu dana diatas 5OO milyar
s.d. 75O milyar

OB 2.140.000,-

o. Nilai pagu dana diatas 75O milyar
s.d. l triliun

OB 2.370.OOO,-

p. Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 Triliun OB 2.820.OOO,-

3. Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Dan
Sistem Informasi Komputerisasi

a. PenangsunsJawab OB 700.000,-
b- Koordinator OB 650.000,-
c- Ketua OB 600.ooo,-
d. Sekretaris OB 550.O00,-

e. Anggota/Petugas (maks. 4 orng) OB 500.000,-

4. I{onorarium Peugelola Barang Milik Daerah
a. Sekretaris Daerah selaku pengelola OB 1.OO0.OOO,-

b. Kepala SKPKD Pembantu Pengelola OB 750.O00,-

c. Penggunabarans OB 500.000,-
d. Kuasa pengzuna Barang OB 450.000,-
e. Penyimpan dan Pengurus baraleg

milik daerah
OB 400.0oo,-

c. Pejabat PengelolaKegiatan
E , Pejabat Pengelola Teknis Kegiataniror (PPTKI
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a. Nilai pasu dana s.d. 5O iuta. OB 200.000,-

b. Nilai pagu dana diatas 5O juta s.d.
lOO iuta.

OB 280.000,-

c. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d.
250 iuta.

OB 400.000,-

d. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d.
5OO iuta.

OB 480.OOO,-

e. Nilai pagu dana diatas 5OO juta s.d.
l milvar.

OB 570.OO0,-

f. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d.
2,5 milyar.

OB 660.000,-

g. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar
s.d. 5 milyar.

OB 77A.OOO,-

h. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d.
1O milvar.

OB 880.0O0,-

i. Nilai pasu dana diatas 10 milyar OB 990.000,-

5.2 HonorariumlJasa Tenaga Kerja Staf
Pengelola Teknis Kegiatan
a. Nilai pagu dana diatas 1OO juta s.d.

25O iuta.
OB 260.0O0,-

b. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d.
5O0 iuta.

OB 310.0O0,-

c. Nilai pagu dana diatas 5OO juta s.d.
l milyar.

OB 370.O00,-

d. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d.
2,5 milvar.

OB 430.O00,-

e. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar
s.d. 5 milyar.

OB 500.ooo,-

f. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d.
1O milvar.

OB 570.000,-

g. Nilai pagu dana diatas 1O milyar. OB 640.O00,-

6. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
6.1 l{onorarium Pejabat Pengadaaa Bamng

dan Jasa
OB 680.OO0,-

6-2 Honorarium Panitia Pengadaan Barang
Dan Kelompok Kerja Unit La5ranan
Pengadaan lKonstnrksil
a. Nilai pagu pengadaan sampai

dengan 2OO iuta.
Per Paket 680.0O0,-

b. Nilaipagu pengadaan diatas 200
iuta s.d. 5OO iuta.

OP 850.000,-

c. Nilai pagu pengadaan diatas 5OO

iuta s.d. 1 milyar.
OP 1.020.000,-

d. Nilai pagu pengadaan diatas 1

milvar s.d. 2,5 milyar.
OP 1.270.oo4,-

e. Nilai pagu pengadaan diatas 2,5
milyar s.d. 5 milyar.

OP 1.520.000,-

f. Nilai pagu pengadaan diatas 5
milvar s.d. 1O milyar.

OP 1.780.000,-

g. Nilai pagu pengadaan diatas 1O

milyar s.d. 25 milyar
OP 2.720.0O0,-
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h. Nilai pagu pengadaan diatas 25
milyar s.d. 5O milvar

OP 2.450.0O0,

i. Nilai pagu pengadaan diatas 5O
milyar s.d.75 milyar

OP 2.790.4OO,-

j. Nilai pagu pengadaan diatas 5O
milyar s.d. 100 milyar

OP 3.130.OOO,-

k. Nilai pagu pengadaan diatas 1OO
milyar s.d. 25O milyar

OP 3.580.000,-

1. Nilai pagu pengadaan diatas 25O
milyar s.d. 5OO milyar

OP 4.030.OOO,-

m. Nilai pagu pengadaan diatas 5OO
milyar s.d. 750 milvar

OP 4.490.O0O,-

n. Nilai pagu pengadaan diatas 750
milyar s.d. 1 triliun

OP 4.940.0O0,-

o Nilai pagu pengadaan diatas I
triliun

OP 5.560.O0O,-

6.3 Ilonorarium Panitia Peagadaaan Barang
Dan Kelompok KerJa Unit La5ranan
Pengadaan {Non Konstruksil
a. Nilai pagu pengadaan sampai

densan (s.d) 2OO iuta.
Per Paket 760.000,-

b. Nilai pagu pengadaan diatas 2OO

iuta s.d. 50O iuta.
OP 760.OOO,-

c. Nilai pagu pengadaandiatas 5OO juta
s.d. 1 milyar.

OP 920.00O,-

d. Nilaipagu pengadaan diatas L

milyar s.d. 2,5 milyar.
OP 1.140.000,-

e. Nilai pagu pengadaan diatas 2,5
milyar s.d. 5 milyar

OP 1.370.O00,-

f. Nilai pagu pengadaan diatas 5
*ilyar s.d. 10 milyar

OP 1.600.000,-

g. Nilai pagu pengadaan diatas 1O

milyar s.d. 25 milyar
OP 1.910.000,-

h. Nilai pagu pengadaan diatas 25
milyar s.d. 5O milvar

OP 2.2rO.AOO,-

i. Nilai pagu pengadaan diatas 5O
milyar s.d. 75 milyar

OP 2.520.000,-

j. Nilai pagu pengadaan diatas 75
milyar s.d. 100 milyar

OP 2.824.OOO,-

k. Nilai pagu pengadaan diatas 10O
milyar s.d. 250 milyar

OP 3.230.O0O,-

L Nilai pagu pengadaan diatas 25O
milyar s.d. 5O0 milyar

OP 3.640.OOO,-

m. Nilai pagu pengadaan diatas 5OO
milyar s.d. 750 milyar

OP 4.040.0O0,-

n. Nilai pagu pengadaan diatas 75O
milyar s,d 1 triliun

OP 4.450.000,-

o. Nilai pagu pengadaan diatas 1

triliun
OP 5.510.000,-

6.4 Honorarium Panitia Pengadaan Jasa
Dan Kelompok Kerja Unit La5ranan
Pengadaan ([{on Kontnrksil
a. Nilai pagu pengadaan jasa

konsultansi s.d Rp.SO juta.
Per Paket 450.OOO,-
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b. Nilai pagu pengadaan jasa
Konsultansi diatas Rp.SO juta s.d.
Rp.1O0 iuta.

OP 450.0O0,-

c. Nilai pagu pengadaan jasa
lainnya s.d 1OO juta.

Per Paket 450.000,-

d. Nilai pagu pengadaan jasa
Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.
1OO juta s.d. Rp. 250 juta.

OP 480.OOO,-

e. Nilai pagu pengadaan jasa
Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.
250 juta s.d. Rp. 5O0 juta.

OP 600.0o0,-

f. Nilai pagu pengadaan jasa
Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.
5OO iuta s.d. Rp. 1 milyar.

OP 720.O4O,-

g. Nilai pagu pengadaan jasa
Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.
I milyar s.d. Rp. 2,5 milyar.

OP 910.OOO,-

h. Nilai pagu pengadaan jasa
Konsultansi/j asa lainnya diatas Rp.
2.5 milvar s.d. Rp. 5 milyar.

OP 1.O90.0O0,

i. Nilai pagu pengadaan jasa
Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.
5 milyar s.d. Rp. 10 milyar.

OP 1.270.OOO,

j. Nilai pagu pengadaan jasa
Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.
1O milyar s.d. Rp.25 milyar.

OP 1.510.OOO,-

k. Nilai pagu pengadaan jasa
Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.
25 milvar s.d. Rp. 5O milyar.

OP 1.750.O0O,-

1. Nilai pagu pengadaan jasa
Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.
5O milyar s.d. Rp. 75 milyar.

OP 1.990.OOO,-

m. Nilai pagu pengadaan jasa
Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.
75 milyar s.d. Rp. 100 milyar.

OP 2.234.OOO,-

n. Nilai pagu pengadaan jasa
Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.
1OO milyar s.d. Rp. 25O milyar.

OP 2.560.00O,-

o. Nilai pagu pengadaan jasa
Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.
250 milyar s.d. Rp. 5OO milvar.

OP 2.880.000,-

p. Nilai pagu pengadaan jasa
Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.
5OO milvar s.d. Rp. 75O milvar.

OP 3.200.000,-

q. Nilai pagu pengadaan jasa
Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.
750 milvar s.d. Rp. 1 triliun

OP 3.520.000,-

r. Nilai pagu pengadaan jasa
Konsultansi/jasa lainnyaRp. 1

triliun

OP 3.960.O00,-

6.5 Honorarium Perangkat Unit La;ranan
Pensadaan IULPI
a. Kepala ULP OB l.OOO.OOO,-

b. Sekretariat/Staf pendukung ULP OB 750.000,-
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7. Honorarium Pemeriksa/PenerimaHasil
Pekeriaan
7.1 Pejabat Pemeriksa/PenerimaHasil

Pekeriaan Penqadaan Barang/ Jasa
OB 420.OOO,

Panitia Pemeriksa/ Penerimallasil
7.2 Pekeriaan Pensadaan Baranq/ Jasa

a. Nilai pagu pekerjaan pengadaan s.d.
2OO juta.

Per paket 420.000,

b. Nilaipagupekerjaan/pengadaaan
diatas 2oojuta s.d. 5OO juta.

OP 520.000,-

c. Nilai pagu pekerjaan f pengadaaeort
diatas 5OO iuta s.d. lmilyar.

OP 620.000,-

d- Nilai pagu peke{aan f pengadaaan
diatas 1 milyar s.d. 2,5 milyar.

OP 770.OOO,-

e' Nilaipagupekerjaan/pengadaaan
diatas 2,5 milyar s.d. 5 milvar.

OP 910.OO0,-

f. Nilai pagu pekerjaan/pengadaaan
diatas 5 milvar s.d. 10 milvar.

OP 1.060.000,-

g. Nilaipagupekerjaan/pengadaaan
diatas 1O milvar s.d. 25 milvar

OP 7.260.4OO,-

h. Nilai pagu pekerjaan /pengadaaarr
diatas 25 milvar s.d. 5O milyar

OP 1.450.000,-

i. Nilai pagu pekerjaan/pengadaaan
diatas 5O milyar s.d. 75 milvar.

OP 1.650.000,-

j. Nilaipagupekerl'aan/pengadaaan
diatas 75 milvar s.d. 1OO milvar

OP 1.840.000,-

k. Nilaipagupekerjaan/pengadaaaa
diatas lOO milvar s.d. 25O milvar

OP 2.100.000,-

1. Nilai pagu pekerjaan/pengadaaan
diatas 25O rntTvar s.d. 5OO milyar.

OP 2.370.000,-

m. Nilaipagu pekerjaan/pengadaaan
diatas 5OO milyar s.d. 750 milyar

OP 2.630.O00,-

n. Nilaipagu pekerjaan/pengadaaan
diatas 750 milyar s.d. 1 triliun

OP 2.890.OOO,

o. Nilaipagupekerjaan/pengadaaan
diatas I triliun

OP 3.250.OOO,

8. Honorarium Kelebihan Jam Pereka5rasaan

a. Perekayasaan Utama OJ 60.ooo,-
b. Perekayasaan Madya OJ 50.000,-
c. Perekayasaan Muda OJ 40.ooo,-
d. Perekayasaan Pertama OJ 35.OOO,-

9. Honorarium Penunjang Penelitian/
Perekayasaan

a. Pembantu Peneliti/Perekayasaan OJ 20.000,-
b. Koordinator

Penelitian / Perekavasaan
OJ 42A.OOO,-

c. Sekretariat Peneliti/Perekayasaan OJ 300.000,-
d. Pengolah Data Peneliti/

Perekayasaan
1.540.0O0,-

f. Petugas Survey Orang/
Responden

8.OOO,-
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1(). Honorarium Narasumber/ Pembahas/
Moderator/ Pembawa Acara / Panitia
10.1. Narasumber/Pembahas

a. Pejabat Negara /Prof/S3 yarrg
disetarakan

OJ 1.700.ooo,-

b. Peiabat Eselon I yang disetarakan OJ 1.400.0o0,-

c. Peiabat Eselon II yang disetarakan OJ 1.000.000,-

d. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang
disetarakan.

OJ 900.000,-

LO.2. Moderator Orans/Kali 700.000,-

1O.3. Pembawa Acara OK 400.0o0,-

1O.4 Pembaca Doa OK 200.o00,-

1O.5. Panitia
a. Penangzung Jawab OK 450.000,-

b. Ketua OK 400.o0o,-

c. Sekretaris OK 300.000,-

d. Anggota OK 300.000,-

11. Ilonorarlum Pemberl Keterangan Ahlt/Saksi
Ahli dan Beracara
11.1 Pemberi Keterangan Ahli/Saksi AhIi OK 3.OOO.OOO,-

LL.2. Beracara OK 3.000.000,-

L2. Ilonorarium/Jasa Tenaga Ah,H/Tenaga
Profesional dalam Tim Kegiatan Pemerintah
l2.l Profesor/S3 yang disetarakan OH 1.700.000,-
L2.2 52 5rang disetarakan OH 1.OOO.OO0,-

L2.3 S1/D3 yang disetarakan OH 800.000,-

13. Honorarium Pen5ruluh Pegawai Pemerintah
DenEan Perianiian Keria
13.1. SLTA OB 1.600.oo0,-
L3.2. Sarjana Muda OB 1.700.ooo,-
13.3. Sariana OB 1.800.000.-
L3.4. Master lS2l OB 2.OO0.OOO.-

14. Honorarium/Jasapegawai non Aparatur Sipll
Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas
Kebersihan, Dan Pramubakti.
14.1 Satpam/Penjaga Malam dan

Pengemudi
OB 1.BOO.OOO,-

L4.2 Petugas Kebersihan dan Pramubalti OB 1.750.0O0,-
14.3 Satpam/PenJaga MalamrPengemudi,LO

Bandara dan Pramubakti Khusus
Badan Peneihubune Jakarta

OB 2.290.OOO,-

\4.4 PetugasKebersihanKhususBadan
Penghubung Jakarta

OB 2.240.OOO,-

15. Honorarium Rohaniwan OK 400.0o0.-

http://jdih.bengkuluprov.go.id

http://jdih.bengkuluprov.go.id


- 11-

No Uraian Satuan Biaya TA.
2O17 (Rp'l

1 2 3 4
16. Honorarium Tim Telrnis Pelaksana Kegiatan

Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
16.1 Yang ditetapkaa dengaa Keputusaa

Gubernur
a. Pembina OK 3.000.000,-
b. Pengarah OK 2.750.OOO,-
c. PenanggungJawab OK 2.500.0o0,-
d- Koodinator OK 2.250.000,-
e. Ketua OK 2.OOO.OOO,-

f. wakil Ketua OK 1.750.000,-
g. Sekretaris OK 1.600.000,-
h. Anesota OK 1.300.000,-

16.2 Yang Ditetapkan dengan Atas Dasar
Keputusan Sekretaris Daerah
a. Penqarah OK 1.500.oo0,-
b. Penanggung Jawab OK 1.250.O00,-

c. Koodinator / Ketua OK 1.000.000,-
d. Wakil Ketua OK 850.000,-
e. Sekretaris OK 750.O00,-
f. Anssota OK 600.o00,-

16.3 Yang Ditetapkan dengan Atas Dasar
Keputusan Kepala SKPDlEselon II
a. Penanssune Jawab OK 700.000,-
b. Ketua OK 650.O00.-
c. Sekretaris OK 550.O00.-
d. Angsota OK 400.o00.-

L7. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah
Daerah, Tim Perencanaan Daerah Provinsi,
Tim Pengawas Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi, Tim Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi Dan Tim Penyelarasan Naskah
Akademik/ Penyusunan / Pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah/ ?im
Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur/
Rancangan Peraturan Bersama GhrbernurlTim
Teknis Pelaksana TEPRA

a. Pensarah OK 5.OOO.OOO,-
b. PenanssuneJawab OK 4.750.000,-
c. Koordinator/Ketua OK 4.500.000,-
d. wakil Ketua OK 4.OOO.OOO,-

e. Sekretaris OK 3.750.000,-
f. Anesota OK 3.000.000,-
g. Operator OK 1.000.O00,-

18. Honorarium Tim Pen5rusun Jurnal/Buletin/
Majalah/Pengelola Website tP @oernntcnt/
.LPS.E
18.1 Tim Penyusun Jurnal

a. Penanqgunq Jawab Oter 500.ooo,-
b. Redaldur Oter 400.000.-
c. Penvutine/Editor Oter 300.o00,-
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d. Desain Grafis Oter 180.000.-
e. Fotosrafer Oter 180.0O0.-
f. Sekretariat Oter 150.OOO.-

s. Pembuat Artikel Halaman 100.000,-
LA.z Honorarium Tim Pen5rusun

Buletin/Maialah
a. PenanggungJawab Oter 400.000,-
b. Redaktur Oter 300.oo0,-
c. Penyutins/Editor Oter 250.000.-
d. Desain Grafis Oter 180.0OO,-
e. Fotosrafer Oter 180.O00,-
f. Sekretariat Oter 150.0O0.-
s,. Pembuat artikel Halaman 100.ooo.-

18.3 Honorarium fim Pengelola Website
a. Penangzuns Jawab OB 500.o00.-
b. Redaktur OB 450.0O0,-
c. Editor OB 400.00o.-
d. Web Admin OB 350.OOO.-
e. Web Developer OB 300.000,-
f. Pembuat Artikel Halaman 100.o00,-

18.4 Honorarium &Gorrernmcnt
a. Pembina OK 3.OOO.OOO,-

b. Pengarah OK 2.750.4OO.
c. Penanqzuneiawab OK 2.500.000,-
d. Ketua OK 2.250.OO0,-
e. Wakil Ketua OK 2.000.000,-
f. Koordinator OK 1.750.000.-
g. Admin PPE / Agencg Sgsteml AgencE

Aplikasi
OK 1.500.ooo,-

h. Verifikator OK 1.250.000,-
i. Helpdesk OK 1.OO0.OOO,-

18.5 Honorarium LPSE
a. Ketua OK 2.250.OOO,-
b. Wakil Ketua OK 2.OOO.OOO,-

c. Koordinator OK 1.750.O0O.-
d. Admin PPE OK 1.500.000,-

Admin PPE/Agency
e. SustemlAqencuSistem

OK
1.500.0oo,-

Admin PPE / Agenq Sgstem/ Agenq
f. Aplikasi

OK
1.500.000,-

s. Verifikator OK 1.250.000,-
h. Helpdesk OK 1.000.000,-

19. Honorarium Penyelenggaran UJian/Vakasi
19.1 fingkat Pendidikan Dasar

a. Pen5rusun/pembuat bahan ujian Naskah/
Pelaiaran

150.00O,-

b. Pengawas uiian OH 240.0OO.-
c. Pemeriksa hasil ujian SiswalMata

Ujian
5.0O0,-
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L9.2 Penyrrsun/pembuat bahan uiian

a. Tingkat Pendidikan Menengah Naskah/
/Pelaiaran

190.OOO,-

b. Pengawas uiim OH 27A.OOO,-

c. Pemeriksa hasil ujian Siswa/
Mata Uiian

7.500,-

19.3 HonorariumPetugas Pengamanan
Soal dan Pelaksanaan Uiian

OH 100.000,-

20. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
Pendidikan Dan Pelatihan lDiklatl
20.L penceramah OJP 1.OOO.OOO,-
2O.2 PengaJar yang berasal darl luar Satuan

Kerja Penyelenggara.
OJP 300.000,-

243 Pengajar ]rang berasal dart dalam
Satuan KerJa Penyelenggara.

OJP 200.000,-

2O.4. Penlrusunan Modul Diklat Per Modul 5.000.o0o.-
2O.5. Panitia Penyelenggam Kegiatan Diklat

a. Lama Diklat s.d. 5 hari
1)

2l
3)
4l

Penanggung Jawab
Ketua/Wakil Ketua
Sekretaris
Anggota

OK
OK
OK
OK

450.000,-
400.000,-
300.o00,-
300.000.-

b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari
1) Penanggung Jawab
2l Ketua/Wakil Ketua
3) Sekretaris
4) Anesota

OK
OK
OK
OK

675.O00,-
600.000,-
450.000,-
450.000,-

c. Lama Diklat lebih 30 hari
1) Penanggung Jawab
2) Ketua/Wakit Ketua
3) Sekretaris
4l Anssota

OK
OK
OK
OK

900.000,-
800.000,-
600.ooo,-
600.000,-

21. Satuan Biava Uang Saku OH 110.OOO,-

22. flratuaa Biay.a Uang ilakan Pegawai Apamtur
Sipil Negara
a. Golongan I dan II
b. Golongan III
c. Golongan IV

OH
OH
OH

25.000,-
27.500,-
30.ooo,-

23. Satuan Biaya Uang Salu Atlet, Pelatih
lManager mengikuti kejuaraan Nasional
tingkat PelaJar dan Mahasiswa {FOPUnt /
POPNAS/PERPARPANAS/ POMNAS /
I(erIrRNAS antar PPLP / SXO
a. Atlet
b. Pelatih

OH
OH

650.O00,-
850.0O0,-

24. Uang Pembinaanl ilasal Bulan
a. Atlet Pelajar
b. Atlet Mahasiswa

OB
OB

750.0O0,-
1.000.000,-
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c. Pelatih OB 3.000.000,-

25. Uang Traasport Pela&sanaaa Trataiag
Center{TtC}
a. Atlet
b. Pelatih

OH
OH

75.OOO,-
100.000,-

26. Uang ?ransport dan Jasa Wasit I Juri Per
Pertandingan
a. Transport
b. Jasa Wasit / Juri Per Pertandingan

OK
OK

100.o00,-
200.0oo.-

27. Bonus Atlet I Pelatih Kejuaraaa ![aeional
(FOPWIL / PrOplrAS/prRpARpArVAS/ nOMryASl
a. Emas
b. Perak
c. Perungsu

OK
OK
OK

25.000.o00,-
15.000.000,-
10.000.000,-

28. Biaya Operasional Pengamanan Hutan OH 270.OOA,-

29. Biaya Perjalanan Diaas di dalam kawasan
hutan {surney/inventarisasi/ pengukuran dan
pemetaanf
a. Uang harian di lapangan
b. Perlengkapan Kerja
c. Camping Unit
d. Transportasi di lapansan

OH
OP
Tim
Tim

220.OOA,-
180.000,-

1.300.000,-
1.OOO.OOO.-

30. Honorarium Konsultan Hukum / Pengacara
Hukum

OP 50.000.000,-

31. Makan Minum Kegiatan
a. Makan Minum
b. Snack

Kotak
Kotak

40.ooo,-
25.OOO,-

3.2. Jasa THL Penyusun / Pengelolaan Release
Berita, Media cetak, Media Elektronik dan
Media Sosial l(husus Media Center
a. Koordinator
b. Anggota

OH
OH

350.0OO,-
175.O0O,-

33. Honorarium l(arena Tugas Jabatanl Tugas
Kedudukan
a. Uang Pejabat Pembuka/ Penutup Diklat/

Bimtek/ Sosialisasi Seminar/ Rakor/
Diseminasi/ Foans Group Discussionf atau_
Kegiatan Sejenis dari Pusat

b. Uang Pejabat Pembuka/ Penutup Diklat/
Bimtek/ Sosialisasi Seminar/ Rakor/
Diseminasi/ Foans Group Discussion / atau
Kegiatan Sejenis dari Provinsi
1. Gubernurl Wakil Gubernur/ Ketua

DPRD/ Wakil Ketua DPRD
2. Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II
3. Pejabat lain yang ditunjuk/ ditugasi

OK

OK

OK
OK

2.250.OOO,-

2.OOO.O00,-

1.5O0.00O,-
850.OOO,-
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No Uraian Satuan Biaya TA.
2O17 (Rp)

1 2 3 4

34. Honorarium Tenaga Pendamping dan Tenaga
Koordinator Pendamping Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah

a. Tenaga Pendamping
b. Tenaga Koordinator Pendamping

OB
OB

1.600.000,-
300.000,-

35. Honorarium Tim Sekretariat dan Majelis TP-
TGR
a. M4jelis Pertimbangan Tuntutan

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
(diberikan setiap kali pelaksanaan sidang
TP-TGR)
1. Ketua
2. Wakil Ketua I
3. Wakil Ketua II
4. Sekretaris
5. Anggota

b. Sekretariat Mqielis Pertimbangan Ttrntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Uang dan Barang Milik Pemerintatr Provinsi
Bengkulu
1. Pembina
2.Pengarah
3. Penanggung Jawab
4. Koordinator
5. Sekretaris
6. Anggota

Orang/sidang
Orang/sidang
Orang/sidang
Oranglsidang
Orang/sidang

OK
OK
OK
OK
OK
OK

4.500.000,-
4.OOO.OOO,-
4.OOO.OOO,-
3.750.OOO,-
3.000.000,-

3.OOO.OO0,-
2.750.000,-
2.500.000,-
2.250.OOO,-
1.750.000,-
1.350.O00,-

36. Honorarium Tenaga Programmer
a. Programmer Senior
b. Prosrammer Junior

OB
OB

6.OOO.OOO,-
4.500.000,-

37. Sewa Keadaraan Pelaksaoaan Kegi,atan
Insldeatil
a. Roda 4 {empat)
b. Roda 6 (enam) Bus/Truk Sedang
c. Roda 6 (enam) Bus /Truk Besar

Per hari
Per hari
Per hari

710.OOO,-
3.048.000,-
4.719.0O0,-

38. a. Iloaorarlum Tim Teknis Pelaksaaaaa Saber
hrngli
1. Penasehat
2. Penanggungiawab
3. Ketua
4. Wakil Ketua
5. Kelompok Ahli/Ketua Po\ia Saber Pungli
6. Anggota Saber Pungli

b. Honotariun Tim Setretarfut Penyelenggera
tim Saber Pungli
1. Penanggungiawab
2. Ketua
3. Sekretaris
4. Anggota

c. Honorarium Tim Sekretariat Pelakaaaan
Peadampingan Korsupgah IIPK
1. Penanggungiawab.

OB
OB
OB
OB

OB

OB
OB
OB
OB
OB
OB

l.OOO.OOO,-
900.ooo,-
850.0O0,-
800.000,-
750.OOO,-
700.oo0,-

450.OOO,-
400.0oo,-
300.ooo,-
300.oo0,-

450.000,-
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No Uraian Satuan Biaya TA.
2017 (Rp)

1 2 3 4
2. Ketua
3. Sekretaris
4. Anggota

OB
OB
OB

400.000,-
300.0oo,-
300.o00,-

39 Honorarium Pengums Rumah Ibadah
L. Ketua Umum
2. Sekretaris
3. Imam Besar
4. Imam II-V
5. Muazin I
6. Muazin II -V

OB
OB
OB
OB
OB
OB

1.200.000,-
1.OOO.OO0,-
1.500.o00,-
1.250.0OO,-
1.000.000,-

900.000,-

Plt. GUBERNUR BENGKULU,
ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

i dengan aslinya

23 L99202 1 003
TK.I
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PTNJELITSAN LIUIPIRAII I

Honorariun Penangguag Jawab Pengelolaaa Keuangan Daemh

a. Honorarium Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna (KPA), Pejabat
Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluar€m, dan staf pengelola
Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Adminstrasi
Belanja Pegawai selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan. Honorarium
Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Setiap Satuan Kerja Perangkat
Daerah, diberikan besaran total Dokumen Pelaksanaan Anggara (DPA)/
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada belanja langsung
yang dikelola dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Alokasi honorarium Penanggung jawab Pengelolaan Keuangan dibebankan
pada DPA/DPPA pada kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

2. Ketentuan Staf Pengelola Keuangan, yaitu nilai pagu dana s.d. 2,5 milyar
mempunyai 3 (tiga) Orang Staf pengelola keuangan, Nilai pagu dana diatas
2,5 milyar s.d. 5 milyar 4 (empat) Orang Staf pengelola keuangan, Nilai
pagu dana diatas 5 milyar s.d. 10 milyar mempunyai 5 (lima) Orang Staf
pengelola keuangan dan Nilai pagu diatas Rp. 1O milyar mempunyai 6
(enam) staf pengelola keuangan dibebankan pada DPA/DPPA kegiatan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

3. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab
pengelola keuangan dalem 1 (satu) tahun anggarEur paling banyak l0%
(sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

Honorarium Pengelola Penerlraan Daerah Bukan hJak
Diberikan kepada ASN yang mempunyai tugas pokok dan fungsi seca.ra langsung
maupun tidak langsung untuk mengelola penerimaan daerah bukan pa$ak dan
dianggarkan pada jasa administrasi keuangan.

Ilonorarlum Petugas Pengelola Slstem Akuntanst, Slsten Inforaasl
Komputorisasl.
Honorarium Petugas Pengelola Sistem Akuntansi, Sistem infiormasi
Komputerisasi, dianggarkan melalui kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi Tekrris/ Perkantoran.

Iloaorarium Peagelola Baang lfiilrk Daerah
Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah diberikan kepada Sekretaris daerah
selakr.r Pengelola di Lingkungan Sekretariat Daerah, dan Untuk Lingkungan
SKPD, Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah diberikan kepada Kepala SKPD
Sebagai Pembantu yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan
barang berdasarkan surat keputusan Pengguna Barang. Jumlah pejabat/Pegawai
yang dapat diberikan honorarium selaku pengums/penyimpan barang milik
daerah paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat Pengguna Barang dan 2 {dua)
orang pada tingkat Kuasa Pengguna Barang.

Hoaorarlum PeJabat Pengolola Teknis Kegiataa
Honorarium Pejabat Pengelola Teknis kegiatan dan staf kegiatan sebagai Panitia
Pelaksana Kegiatan dianggarkan pada masing masing kegiatan yang berkenaan,
dan dapat diberikan maksimal 48 OB/tidak melampaui PA/KPA dengan
ketentuan sebagai berikut :

a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 1OO juta tidak mempunyai staf kegiatan.
b. Nilai pagu dana diatas 10O juta s.d. 5OO juta mempunyai L (satu) Orang Staf

kegiatan.
c. Nilai pagu dana diatas 5OO juta s.d. 2,5 milyar mempunyai 2 {dua) Orang Staf

kegiatan.
d. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d. 1O milyar mempunyai 3 (tiga) Orang

Staf kegiatan.
e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1O milyar mempunyai 4 {empat) staf kegiatan

3.

o.
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PeJabat/Panitia psngadaarbarang/Jasa
1. Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaanbarang/Jasa

Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaanbarang/Jasa diberikan kepada
seseorang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggara
(KPA) sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan
pernilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukkan langsung/pengadaan
langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dan Kelompok Kerja Unit
Layanan Pengadaan (ULP).

3. Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh PA/KPA meqiadi
Panitia Pengadaan Barang/jasa atau Kelompok Kerja ULP untuk
melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Catatan:
Dalam hal anggota kelompok kerja ULP telah menerima tunjangan profesi, maka
kepada anggota kelompok kerja tersebut tidak diberikan honorarium dimaksud.

Honorarlum Pejqbat/PanitiaPemerlksa/Penerlma llasil PekerJaaa
Honorarium diberikan kepada panita/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang
bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

Honorarlum Keleblhaa Jam Pereka5rasaan
Honorarium atas kelebihan jam kerja yang diberikan kepada fungsional
perekayasa yang diberi tugas berdasarkan surat perintah dari pejabat yang
benrenang melakukan perekayasaan, paling banyak 4 (empat)jam sehari, dengan
tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

Honotarium PenunJang Peneftian/ Pere&a5rasaaa.
Honorarium diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk menunjang
kegiatan penelitian/perekayasaan sebagai pembantu peneliti/perekayasaan yang
dilakukan oleh fungsional peneliti/perekayasa, sekretariai
peneliti/pereka5rasa/pengolah data, petugas survei, pembantu lapangan
berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang.
Catatan:
1. Dalam hal peneliti/perekayasaan dilakukan bersama-sama dengan Aparatur

Sipil Negara {Non-Fungsional Peneliti/Perekayasa}, kepada Aparatur Sipil
Negara (Non Fungsional Peneliti/Perekayasa) atas penugasan penelitian yang
dilakukan diluar jam kerja normal diberikan honorarium paling tinggi sebesar
85%( delapan puluh lirna persen) dari honorarium kelebihan jam
perekayasaan untuk pereka5rasaan pertama serta tidak diberikan uang
lembur dan uang makan lembur.

2. Khusus honorarium pembantu lapangan , dalam hal ketentuan mengenai
upah harian minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya
dalam Peraturan Gubemur ini, maka satuan biaya ini dapat dilamfaui
mengacu pada ketentuan tersebut.

Honorarium l{arasumberlPenbahaslModerator/Peabawa Acara/Panttta
Honorarium yang diberikan kepada Pegawai ASN yang memberikan
informasi/pengetatruan (Narasumber) dalam kegiatan Seminar Rapat
Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/ Worlcshap/Rapat
Kerja/Sarasehan/ Simposium /Lol<akarya/ Foats Group Disatssion/Kegiatan
sejenis tidak tennasuk kegiatan diklat/pelatihan.

Catatan:
a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium

narasumber/pembahas adalah 6O (enam puluh) menit baik dilakukan secara
panel mampun individual.

b. Honorarium narasumber/ pembahas dapat diartikan dengan ketentuan :
1. Narasumber/pembahas berasal dari luar unit organisasi eselon II

penyelenggara ; dan I ataa

9.
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2. Narasumber/pembahas berasal dari dalam unit organisasi eselon II
penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan
berasal dari luar unit organisasi eselon II penyelenggara/masyarakat.

Honorarium diberikan kepada Pegawai ASN yang diturfut< oleh pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar
Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/ Worlcslwp/Rapat
Kerja/Saresehan/ Simposium/I"okakarya/ Foans Group Discussron/Kegiatan
sejenis.

Catatan:
a. Honorarium dari luar lingkup SKPD
b. Honorarium dari linskup SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang

menjadi sasaran utama kegiatan dari luar linglnrp sKpD
penyelenggara/ masyarakat.

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dituqfuk oleh pejabat yang
berwenang yang melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar
Rapat Koordinasi/Sosialisasi/ Diseminasi/Bimbingan Teknis/ WorlestwplRapat
Kerja/Saresehan/ Simposium/Inkal<arya/ .Fbctrs Group Disanssion/Kegiatan
sejenis yang dihadiri oleh Gubernur atau yang mewakili serta dihadiri oleh lintas
SKPD/ Instansi Vertikal/masyarakat.

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai ASN sebagai panitia atas
pelaksanaan kegiatan Seminar Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Di
seminasi/Bimbingan Teknis/ Worlcs?wplRapat Kerja/Saresehan/
Simposium/Lokakarya/ Foats Group Disatssion/Kegiatan sejenis. Jurnlah
Anggota Panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10%o( sepuluh persen)
dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efelrtivitas. Dalam
hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang
dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Ifonorarium Penberi Ketemngan AhHlSaki AhU Dau Beracara
a. Honorarium diberikan kepada Pegawai ASN yang diberi Ttrgas mengfradiri dan

memberikan informasi/keterangan sesuai dengan keahlian di bidang
tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di
pengadilan

b. Honorarium diberikan kepada Pegawai ASN yang diberi tugas untuk beracara
mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang
merupakafl tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian tuqiangan
kinerja.

Honorarium Dan Jasa Teaaga Ahlt/Teaaga Profeslonal
Honorarium dan Jasa Tenaga Ahli/Tenaga Profesional yang memiliki kompetensi
Plda bidangnya masing-masing dari Pihak Luar Pemerintalran Provinsi, dapat
dianggarkan pada kegiatan yang berkenaan dalam pembentukan Tim Teloris
Kegiatan dengan ketentuan sebagai berkut :

a. Memilki Jabatan akademik/Sertifikat Keahliannya/Rekomendasi dari
Lembaga Resmi Profesi pada bidangnya /Tanda Bukti Pengalaman Pekerjaan
pada keahlian aimititinya.

b. Diberikan honorarium/jasa Orang Hari (OH), dapat juga diberikan Orang
Bulan (OB) dengan besaran maksimum sebesar standar OH dikalikan rata-
rata hari ke{a dalam satu bulan dan dikalikan maksimum7lo/o, dengan
mempertimbangkan kemamFuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur Bengtculu.

Honorarium Peayuluh Non Aparatur Siptl Itegara
Penyuluh Non Aparatur Sipil Negara adalah tenaga non ASN seperti yang pernah
dibiayai oleh APBN dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sirt" kontrak
kerja, sedangfun ketentuan teknisnya diatur oleh sI(pD Teknis.

L2.
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Ifonorarium/Jasa S*rtpam, Pengemudi, Petugas Keberslhann Daa ?ramubaf,ti
Honorarium /Jasa yang diberikan hanya kepada non Pegawai Aparatur Sipil
Negara yffLg ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan
fungsinya sebagai satpam, pengemudi, kebersihan dan ditetapkan dengan
perj anjian kontrak ke{a.
Catatan:
a. Untuk Kepala SKPD/Pejabat Setingkat Eselon II hanya diperbolehkan 1 (satu)

orang Pengemudi.
b. Untuk satpam dan pehrgas kebersihan tidak terrrasuk seragam dan

perlengkapan.
c. Honorarium/Jasa Satpam/Penjaga Malam, Pengemudi, LO Bandara,

Pramubakti dan Petugas Kebersihan Badan Penghubung
adalahHonorarium/Jasa yang diberikan khusus untuk Tenaga Harian Iepas
Badan Penghubung Provinsi Bengftulu di Jakarta.

Ilonorarium Rohaniwan
Honorarium yang diberkan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang
berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan

Ilonorarlum Tlm Teknls Pelaksana Keglatan dan Sekretarlat Ttm Petraksana
Keglataa

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Keputusan
Gubernur/Sekretaris Daerah diangkat dalam suatu tim teknis pelaksana
kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu.
Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai
berikut:
a. mempunyai keluaran (outp$jelas dan terukur;
b. bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan Pejabat

Negara atau Eselon I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pejabat negara
/Pegaurai Aparatur Sipil Negara di samping tugas pokoknya sehari-hari ;
dilakukan secara selektif, efektif dan efisien; dan
keluaran {outpuQ tim tersebut dilaporkan tertulis ke Gubernur/Sekretaris
Daerah.

Honorarium yang diberikan kepada seseorarlg yang berdasarkan Kepufirsan
PA/KPA diangkat dalam suatu i'rn teknis pelaksana kegiatan untuk
melaksanakan suatu tugas tertentu.
Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai
berikut:
a. mempunyai keluaran (outpuQjelas dan terukur;
b. bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan Pejabat

Eselon II ;

c. bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
d. merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pejabat negara

/Pegawai Aparatur Sipil Negara di samping tugas pokoknya sehari-hari;
e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien; dan keluaran (outputl tim

tersebut dilaporkan tertulis ke Sekretaris Daerah/Kepala SKPD.

Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana yang diberikan kepada seseorang yang
diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim
pelaksana kegiatan. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merupakan bagran tidak
terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan
hanya dapat dibentuk untuk menuqjang tim pelaksana kegiatan.

17. Hoootattum Ttm Anggaran Pemerintah Daerah, Tlm Porencaaaan
Daerah kovlnsi, Tlm Pengawas Peagelotraan Keuangan Daerah
Prorrlnsi, Tim Peagelolaaa Keuangan Daerah Provlusl, Ttm
Penyelaraeaa I$askah Akademlk/Peayusunan/Pembahasan
Rancangan Petatutan Daerah, Tim Pembahasan Raacangan
Peraturan Ghrbernur / Rancaagan Peraturan Bereama Gubernur, Tlm

15.
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Honorarium dapat diberikan kepada penga$ar yang berasal dari luar satuan
kerj"a penyelenggara (OPD) sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi
dari satuan kerja penyelenggara (OPD).

3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara
(oPD)
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan
kerja penyelenggara (OPD) baik widyaiswara maupulr pegawai lainnya. Bagi
widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap
muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka mengacu pada ketentuan yang
berlaku.

4. Honorarium Pen5rusunan Modul Diklat
Honorarium pen5rusunan Modul Diklat dapat diberikan kepada Pegawai
Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menJrusun modul unfirk
pelaksanaan diklat berdasarka:o surat keputusan pejabat yang berurenang.
Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai
berikut:
a. Bagi widyaisv/ara, honorarium r{imaksud diberikan atas kelebihan beban

kerja wajib widyaiswara sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Satuan biaya ini diperunhrkkan bagi penyusunan modul diklat baru atau

penyempufilaan modul diklat lama dengan persentase penyempufiraaul
substansi modul diklat paling sedikit 2oo/o (duapuluh persen) .

5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Diklat
Honorarium dapat diberikan kepada panitia penyelenggara diklat yang
melaksanakan fungsi tata usaha diklat, evaluator, dan fasilitator kunjungan
serta hal-hat lain yang menunjang penyelenggaraan diklat berjalan dengan
baik, dengan ketentuan sebogai berikut:
a. merupakan tugas tambahan/ perangkapan fungsi ba.g yang bersanglmtan;
b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya; dan
c. jumlah anggota panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (

sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efi.siensi
dan efektivitas pelaksanaan. Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40
(empat puluh) orang, maka jumlah panitia yang dapat diberikan
honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Catatan: Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan
diklat adalah 45 (empat puhrh lima) menit.

Satuan Btaya Uang Saku
Honorarium yang diberikan oleh Penyelenggara / Panitia Kegiatan kepada Peserta
Seminar/ Rakor/ Sosialiasi/ Diseminasi / Foats Group Disanssion/ Bimtek atau
Kegiatan Sejenis.

Setuan Biaya Uang !fiakan Pegawai AllI{
Satuan biaya uang makan Aparatur Sipil Negara merupakan satuan biaya yang
digunakan untuk perencanaan kebutuhan uang makan Pegawai yang dihitung
berdasarkan jumlah hari kerja.

Catatan:
a. Dianggarkan pada belanja tidak langsung, yaitu pada rekening beban kerja.
b. Tidak masuk kerja {sakit, idn,, cuti, diklat dan tanpa keterangm), dan

melaksanakan surat perintah perjalan dinas tidak mendapatkan uang makan.

Satuan Biaya Uang Satu Atlet, Pelatih /Manager mengikuti kejuataan
Irtasloaal $ngkat PelaJar daa Mahasiswa {FOPWIL / P'OPilAS/PERPARPANAS/
FOMITAS/ KE URNAS antar PPLP I PPIPI)ISKOI

Merupakan Uang Saku Atlet, Pelatih /Manager yang dibayarkan pada saat
mengikuti kejuaraan Wilayah, Nasional (POPWIL / POPNAS/PERPARPANAS/
POMNAS/ KEJURNAS antar PPLP/ PPLPD/ SKO di tingkat Pelajar/Mahasiswa

23.

22.
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yang merupakan pelaksanaan program kalender pengurus besar induk cabang
olahraga.

Uang Peobinaaa I ;la*l Bulan

Uang Pembinaan I Jasa/ Bulan (Atlet/Pelatih/ Pembina/ Pengurus/ Tim Telcris/
Pelaku Olahraga)hanya dibayarkan pada saat pelaksanaan program pembinaan,
untuk mencapai prestasi terbaik di tingkat Nasional/ Internasional dalam
pembinaan (PPLP/ PPLPD / SKO / PPLM / PPLMD / Dub) .

Uang Transport Pelaksanaan Traintng Ceater (TtC)

Uang Transport Pelaksanaan Training Center (TC) dibayarkan pada saat
Aflet/pelatih mengikuti training center dalam rangka Multi Event
(POPWIL/ POPNAS / PERPARNAS / POMNAS / KE"IURNAS / antar PPLP/ PPLPD / SKO
/arrfi.ar Dub)

Uang Transport dan Jasa Wasitl Juri Per Pettandlagan
Uang Transport dan Jasa Wasit/ Juri Per Pertandingan dibayarkan pada saat
Wasit/Juri memimpin pertandingan Multi Event
(POP${L/POPNAS/PERPARNAS/POMNAS/KEruRNAS/ antar PPLP/ PPLPD/
SKO/ antar Dub)

Bonus Atlet/ Pelatih KeJuar:aan Nasional {FOPWIL/ POPITAS/PTRPARPANAS/
POUilASI
Bonus Atlet/ Pelatih yang diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada Atlet/
Pelatih berprestasi yang telah men5rumbangkan Medali (Emas, Perak, Perunggu)
dalam Multi Event (POPWIL/ POPNAS/ PERPARNAS/ POMNAS/ KE JURNAS/
antar PPLPI PPLPD/ SKO/ antar Dub)

Biaya Operaslonal Pengamanaa Hutan

a. Pengamanan hutan dapat dilakukan oleh Aparattrr Sipil Negara/POLRI/TM
dan PPT.

b. Biaya operasional pengamzrnan hutan yang dimaksud terdiri dari uang
makan, u€ulg saku dan biaya lainnya.

c. Pengamanan hutan disertai dengan Surat T\rgas yang diterbitkan oleh kepala
pada bagran masing-masing.

Btafra PerJalaaaa Diaas di dalam Aawasan hutaa {sunrey/ inventarisasi/
pengukuran daa pemetaanf
a. Uang harian dilapangan merupakan uang saku tidak termasuk uang makan

dan transportasi lokal
b. Transportasi dilapangan merupakan sewa kendara.an untuk antar jemput tim

dari dan ke lapangan
c. Jumlah hari perjal€rnan dinas di dalam kawasan hutan dihitung berdasarkan

kemampuan berjalan di lokasi hutan pegunungan *.2 Lffi,lhari ditambah dari
tempat kedudukan ke Kabupaten PP

d. Biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukaxr ke kabupaten PP dihitung
berdasarkan satuan biaya perjalanan dinas dalam daerah.

Ilonorarium Konsultan llukun / Pengacara llukum
Honorarium yang diberikan kepada praktisi hukum yang memberikan bantuan
hukum kepada Pemerintah Provinsi Benglrulu

Matan Minun Kegiatan
Makan Minum Kegiatan yang pelaksanaanya di hotellternpat yang merniliki
standar harga sendiri agar meyesuaikan dengan standar harga/barang/jasa
yang ada pada hotelltempat tersebut ( termasuk jika makan/minum yang
disajikan secara prasmanan).

31.
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Jasa THL Pen5rusun / Pengelolaan Release Berlta, Media Cetak, Media
Elektronlk Dan trfiedia Sosial Khusus Media Ceater
Ditetapkan oleh Keputusan Gubernur yang honorariuilrnya dibayarkan perbulan
dengan besaran maksimum sebesar standar OH dikalikan rata-rata hari dalam
satu bulan dan dikalikan maksimum 75o/o, serta mempertimbangkan
kemampuan keuangan daerah.

Honorarium Karena Tugas Jabatan/ Tugas Kedudukan
Honorarium yang diberikan kepada Pejabat yang karena T\rgas Jabatan/ Ttrgas
Kedudukannya melakukan pembukaan/penutupan Diklat/ Bimbek/ Sosialisasi
Seminar/ Rakor/ Diseminasi/ Foans Group Discussion/ atan Kegiatan Sejenis.

Honorarium Tenaga Pendampiag dan Tenaga Koordiaator Peadamping
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecfl dan Menengah
Honorarium yang diberikan kepada Petugas Non Aparahrr Sipil Negara yang
karena tugasnya melakukan pendampingan terhadap Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah

Hoaorarium Tim Sekretarlat dan MaJelis TP-TGR
Honorarium Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan
Ganti Rugi (diberikan setiap kali pelaksanaan sidang TP-TGR) dibayarkan setiap
kali pelaksanaan sidang TP-TGR.
Honorarium Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi Uang dan Barang Milik Pemerintah Provinsi Bengkulu
dibayarkan setiap kali pelaksanaan sidang TP-TGR.

Honorarium Teuaga Programmer
Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, yaitu
Programmer Senior dan Prograilrmer Junior. Programmer Senior mempunyai
tugas menterjemahkan proses bisnis terkait aplikasi e-perencanaan, e-budgeting
yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri kedalam sistem yang akan
dibangun kepada prografirmer, membuat analisis terhadap kebutuhan-
kebutuhan data, database, sumber daya manusia, infrastruktur, dan analisa
kebutuhan penysunan SOP pada e-perencanaan, e-budgeting. Membuat sebuah
program aplikasi e-perencanaan, e-budgeting serta membangun aplikasi*aplikasi
pendukung e-perencanaan dan e budgeting lainnya sesuai analisis proses bisnis
dengan dibantu oleh Programmer Junior.

Satuan Biaya Sewa Kendaraan
a. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan
satuan biaya yang digunakan untuk perenc€rnaan kebutuhan biaya sewa
kendaraan roda 4 (empat) , roda 6 (enam) / bus sedang, dan roda 6 (enam) /
bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus -
menerus). Satuan biaya ini diperuntukan bagi:
1) Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat

tujuan; atau
2l Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tingg, berskala

besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif
dan efisien. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar
dan pengemudi.

b. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/Operasional Kantor deurrl atau
Lapangan
Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor deurl
atau lapang€m merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan
kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai
kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui
pembelian.
Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satuan kerja
penyewa wa$ib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin
bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk
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pemeliharaan rutful dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak
berfirngsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraarT. dimaksud
tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.
Catatan:
1. Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/

operasional kantor darll atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya
untuk melakukan langkah-langkah efektifitas penggunaan anggaran,
sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendar€ran melalui
pembelian, dengan tetap menjadi bagran dai rencana kebutuhan untuk
penyediaan pengadaan kendaraan peJabat I operasional kantor.

2. Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor
daurtl atau lapangan dapat diperuntukan bagi satuan kerja yang belum
memiliki kendaraan pe.5abat/ operasional kantor dalam rangka
menunjang pelaksanaan tugas fungsi.

3. Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor darl.l
atau lapangan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.

38. Honorarium ?im Teknts Pelaksanaan f*aber Prraglt
Honorarium yang diberikan kepada Tim Saber hrngli dalam ranglca
melaksanakan satuan tugas, intelijen, Pencegahan, penindakan terhadap Pungli
diseluruh instansi dan unit pelayanan publik.

99. Honotariua Petrgurus Rumah Ibadah
Honorarium yang diberikan kepada Pengurus Rumah Ibadah Baitul lzzah

PENGERTIAN ISTII"AH :

- POPWIL
. POPNAS
. PERPARNAS
- POMNAS
- KE"IURNAS
. SKO
- PPLP
- PPLPD
- PPLM
. PPLMD
-oJ
- OJP
-oH
-oB
-oT
-oP
-oK
-oR
- Oter

Pekan Olahraga Pelajar Wilayah
Pekan Olahraga Pelajar NAsional
Pekan Paralimpiade Nasional
Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional
Kejuaraan Nasional
Sekolah Keberbakatan Olahraga
Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar
Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah
Pusat Pembinaan dan Latihan Mahasiwa
Rrsat Pembinaan dan Latihan Mahasiswa Daerah
Orang/Jam
Orang/Jam Pelajaran
Orang/Hari
Orang/Bu1an
Orang/Tahun
Orang/Paket
OranglKegiatan
Orang/Responden
Orang/Terbit

PIt. GUBERNUR BENGKULU,
ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

dengan aslinya

TK.I
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LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 50 TAHUN 2OL7 TEI{IANG STANDAR
BIAYA I\{ASUI{AI{ TAHUN AI{GCEAMI{ m18

HONORARIUM BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)
DAI{ KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH {KBUD)

TAHUNAI{GGAMN 2018

Ifoaorarlum Beadahara UmuE Daetah (BtIDl dan Kuasa Bendahara Umum Daerah

Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

BIAYA TA.2O18

Honorarium Bendahara Umum Daerah (BUD) dan
Kuasa Benda hara Umum Daerah (KBUD)
a. Bendahara Umum Daerah (BUD)
b. Kuasa Bendahara Umum Daerah TKBUD)

7.370.OOO,-
5.527.500.-

+

TK.I
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I"AMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 50 TAHUN 2017 TEI\TAIVG SI)\NDAR
BI,AYA MASUKAN TAHLIN AI{GGARAN 2OL8

ST AIIDAR BIAYA I{ASUKAI{ TAHTIN A}ICTGARAN 2018

PERJALANAN DINAS DAI"AM NEGERI
PEMERII{TAH PROVINSI BENGKULU

TAHUN ANGGARAN 2018

A. PerJalanaa Dlnae DPRD Dan Aparatur Sipil lfegara nSU
1. Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas keluar Wilayah Provinsi Bengkulu untuk

Pejabat Negara, DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Non ASN.

Tabel 1.1

No Tingkat Peq'alanan Dinas Jumlah
Uang Harian

I 2 3

1. Golongan A 2.200.ooo,-

2. Golongan B 2.000.000,-

3. Golongan C 1.600.000,-

4. Golongan D 1.200.o0o,-

5. Golongan E 1.000.000,-

6. Golongan F 800.0o0,-

7. Golongan G 600.000,-

2. Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Frovinsi Bengkulu untuk
z1s. Pejabat Negara, DPRD,Aparatur Sipil Negara dan Non ASN.

- 
Tabel2.l

No

Tingkat
Perjalanan

Dinas

Uang Harian

Dalam Wilayah DKI
untuk

BadanPenghubung
Kota Bengkulu Bengkulu Tengah

1 2 3 4 5

1. Golongan A o,- 200.oo0,- 250.OOO,-

2. Golongan B or- 180.000,- 230.O00,-

3. Golongan C 0,- 160.000,- 22A.OOO,-

4. Golongan D 310.O0O,- 140.0O0,- 210.000,-

5. Golongan E 300.000,- 120.000, 200.000,-

6. Golongan F 290.OOO,- 100.000,- 190.O00,-

7. Golongan G 280.000,- 90.000,- 180.000,-
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Tabel2.2

Tabel 2.3

Tabel2.4

No
Tingkat

Perjalanan
Dinas

Uang Harian

Kepahiang Seluma Bengkulu Utara

1 2 3 4 5

1. Golongan A 350.000,- 350.000,- 450.000,-

2. Golongan B 330.0OO,- 330.0OO,- 430.O00,-

3. Golongan C 320.000,- 320.000,- 420.4OO,-

4. Golongan D 310.OO0,- 310.000,- 410.000,-

5. Golongan E 300.000,- 300.o00,- 400.o00,-

6. Golongan F 290.OOO,- 290.OOO,- 390.OOO,-

7. Golongan G 280.OOO,- 280.O00,- 380.0O0,-

No
Ting!<at

Perjalanan
Dinas

Uang Harian

Rejang Lebong Bengkulu
Selatan kbong

1 2 3 4 5

1. Golongan A 450.00O,- 550.000,- sso.ooo,-

2. Golongan B 430.00O,- 530.000,- 530.000,-

3. Golongan C 420.OOO,- 520.O0O,- 520.0O0,-

4. Golongan D 410.000,- 510.000,- 510.000,-

5. Golongan E 400.000,- 500.000,- 500.000,-

6. Golongan F 390.0OO,- 490.000,- 490.000,-

7. Golongan G 380.000,- 480.000,- 480.000,-

No Tingkat Perjalanan Dinas
Uang Harian

Kaur/ Muko-Muko / Pulau Enggano

1 2 3

1. Golongan A 750.000,-

2. Golongan B 730.000,-

3. Golongan C 720.O4O,-

4. Golongan D 710.000,-

5. Golongan E 700.o00,-

6. Golongan F 690.000,-

7. Golongan G 680.O00,-
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3. Slatuaa Biaya Penglaapaa PerJatranan Dlnas

A. Penglnapa! luar daerah

Tabel 3.1

No. Uraian Golongan A dan B

1 2 3

1. Aceh 4.420.OOO,-

2. Sumatera Utara 4.960.0O0,-

3. Riau 3.820.0O0,-

4. Kepulauan Riau 4.275.OOO,-

5. Jarnbi 4.OOO.OOO,-

6. Sumatera Barat 4.200.0o0,-

7. Sumatera Selatan 4.600.000,-

8 Lampung 3.960.000,-

9. Bengkulu 1.300.ooo,-

10. Bangka Belitung 3.335.000,-

11. Banten 3.810.00O,-

t2. Jawa Barat 3.700.000,-

13. D.K.I. Jakarta 8.720.OOO,-

L4. Jawa tengah 4.150.000,-

15. D.I. Yoryakarta 4.700.ooo,-

16. Jawa Timur 4.400.00o,-

17. Bali 4.890.000,-

18. Nusa Tenggara Barat 3.500.000,-

L9. Nusa Tenggara Timur 3.OOO.OOO,-

20. Kalimatan Barat 2.400.000,-

21. Kalimatan Tengah 3.OOO.OOO,-

22. Kalimatan Selatan 4.250.O4O,-

23. Kalimatan Timur 4.OOO.OOO,-

24. Kalimatan Utara 4.O00.000,-

25. Sulawaesi Utara 3.200.0oo,-

26. Gorontalo 1.320.OO0,-

27. Sulawasi Barat 1.250.000,-

28. Sulawasi Selatan 1.820.000,-

29. Sulawesi Tengah 2.030.000,-

30. Sulawesi ?enggara 1.850.0O0,*

31. Maluku 3.OOO.OOO,-

32. Maluku Utara 3.110.000,-

33. Papua 2.850.O0O,-

34. Papua Barat 2.750.O00,-
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Tabel 3.2

No Uraian Golongan C Golongan D Golongan
EdanF Golongan G

1 2 3 4 5 6
1. Aceh 1.300.000,- 850.000,- 450.00O,- 400.000,-
2. Sumatera Utara 1.214.000,- 703.000,- 510.000,- 310.000,-
3. Riau 1.200.000.- 868.000,- 450.000,- 380.000,-
4. Kepulauan Riau 1.300.000,- 650.000,- 510.O00,- 280.O00,-
5. Jambi 1.200.000.- 740.000,- 400.000.- 290.000,-
6. Sumatera Barat 1.160.0O0,- 890.OOO.- 520.OOO,- 310.O0O,-
7. Sumatera Selatan 1.250.OOO.- 630.OOO.- 560.OOO.- 340.OOO.-
8. Lampuns 1.300.000,- 790.000,- 400.000,- 360.000.-
9. Benekulu 790.OOO,- 720.O0O.- 560.OO0.- 300.000.-
10. Banska Belitune 1.350.0OO.- 850.0OO.- 400.oo0,- 300.o0o.-
11. Banten 1.430.000.- 800.000.- 640.000.- 400.0o0.-
L2. Jawa Barat 1.760.00O.- 800.00o,- 560.000.- 460.00O.-
13. D.K.I. Jakarta 1.490.OOO,- 870.OOO,- 610.OOO,- 400.ooo,-
L4. Jawa tensah 1.480.000,- 850.000,- 450.000,- 360.000,-
15. D.I. Yosyakarta 1.350.000,- 810.000,- 630.000,- 460.000,-
16. Jawa Timur 1.370.00O,- 850.0O0,- 450.OO0,- 330.O00,-
17. Bali 1.810.000,- 990.000,- 910.000,- 660.000,-
18. Nusa Tenggara Barat 1.760.000,- 800.00o,- 580.O0O,- 360.0O0,-
19. Nusa Tenssara Timur 1.050.000.- 750.0O0,- 550.000.- 300.o00.-
20. Kalimatan Barat 1.230.000,- 900.ooo,- 430.OOO,- 350.0O0,-
21. Kalimatan Tensah 1.560.000,- 750.000,- 560.000,- 350.000,-
22. Kalimatan Selatan 1.680.000,- 820.000,- 540.000,- 390.000,-
23. Kalimatan Timur 1.750.000,- 950.0O0,- 550.0OO,- 450.0O0,-
24. Kalimatan Utara 1.750.000,- 620.000,- 400.00o,- 350.000,-
25. Sulawaesi Utara 1.560.000,- 690.0O0,- 550.0O0,- 370.O0O,-
26. Gorontalo 1.150.000,- 550.O0O,- 400.oo0,- 260.000,-
27. Sulawasi Barat 1.O30.OOO.- 860.OO0.- 400.ooo.- 360.OOO.-
28. Sulawasi Selatan 1.550.000,- 810.000.- 580.000.- 380.00O.-
29. Sulawesi Tensah 1.300.000,- 900.000,- 520.000 390.O00,-
30. Sulawesi Tengsara 1.100.o0o,- 600.000.- 450.0O0.- 420.4OO.-
31. Maluku 1.030.00O,- 740.000,- 580.000,- 410.000,-
32. Maluku Utara 1.512.000.- 600.000,- 480.0O0,- 380.000.-
33. Papua 1.670.OOO,- 760.OOO,- 460.OOO,- 410.OOO,-
34. Papua Barat 1.490.OOO.- 760.0O0.- 500.ooo.- 370.O00,-
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3. psngtnapan Dalam llaerah Provinsi Benglulu

Tabel3.3
No Golongan Satuan Uang Penginapan

1 2 3 4

1. A OH 800.0o0,-

2. B OH 700.o00,-

3. C OH 500.000,-

4. D OH 400.ooo,-

5. E OH 350.000,-

6. F OH 300.o00,-

7. G OH 250.0O0,-

No. Uraian Golongan A
(Rp)

Golongan B
(Rp)

Golongan C
tRp)

Golongan
D, E, F dan

G
(Rp)

1 2 3 4 5 6

1. Uang Saku
Diklat

300.0o0,- 200.000,- 175.O00,- 160.000,-

D. Uang Representasl Untuk PeJabat Negara Daa Ptmpinaa DPRD Provtnsi
Benglnrlu
Tabel3.5

E. Uang Representasi Untuk Anggota DPRD Dan Pimpinan Tinggi Madya
Tabel 3.6

No Daerah Ttrjuan Uang Representasi Per Hari (Rp)

1 2 3

1.
)

Dalam Wilayah Provinsi Bengkulu
Keluar Daeratr Provinsi Bengkulu

1.500.o00,-
2.000.000,-

No Daerah T\rjuan Uang Representasi Per Hari (Rp)

1 2 3

1.
2.

Dalam Wilayal: Provinsi Bengkulu
Keluar Daerah Provinsi Benskulu

1.250.OOO,-
1.750.O00"-
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Uang Representasi Untuk PeJabat Pimplaan Tinggl Pratama
Tabel3.7

Biaya Transport Dari Dan Ke Bandara
Tabel3.8

Btaya Sewa/ catteran Angkutar Darat l(husus PeJabat llegara, Pimptnaa
DPRD dan PPI(D
Tabel3.9

No Uraian Satuan Biaya Perhari
(Rp)

1 2 3 4
1.

2.

Sewa/Carteran angkutan darat
kendaraan Dalarn Provinsi

Sewa/Carteran angkutan darat
kendaraan Luar Provinsi

OH

OH

710.000,-

1.O00.o00,-

Pedalanan Dinas Dalam Kabupaten pada Satuan Unit Pemerintah Daerah prov
yang berkedudukaa di kabupaten
Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Pada Satuan Unit Pemerintah Daerah
Provinsi yang berkedudukan di kabupaten mengacu pada Peraturan Perjalanan
Dinas Dalam Daerah pada Kabupaten setempat.

PIt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

G.

No Daerah TUjuan Uang Representasi Per Hari (Rp)

1 2 3

1.

2.
Dalam Wilayah ProvinsiBengkulu
Keluar Daerah Provinsi Benekulu

1.00O.000,-
1.500.000,-

No Uraian Satuan Uang Taksi (PP)

1 2 3 4

1. Transport dari dan ke Bandara OK 700.000,-

i dengan aslinya

TK.I
3 199202 1 003
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PENJEI"ASAN I,AMPIRAN III
STANDAR BI.AYA MASUKAN TAHUN 2018

A. PerJalanaa Dlnas Keluar Daer:ah Ftovtast

1. Kualifikasi Golongan
a. Golongan A
b. Golongan B
c. Golongan C
d. Golongan D
e. Golongan E
f. Golongan F
g. Golongan G

Gubernur Wakil Gubernur dan Pimpinan DPRD
Pejabat Pimpinan TingS.Madya dan Anggota DPRD
Pejabat Pimpinan Tingg Pratama
Pejabat Administrator
Pejabat Pengawasl Pelaksana Golongan IV
Pelaksana Golongan III
Pelaksana Golongan II, I

2. Biaya transport Pulang Pergi (PP) berdasarkan pengeluaran riil (at cost)

3. Yang dimaksud transport lokal adalah bagran dari uang harian dibayar
dengan lurnpsum untuk biaya untuk keperluan transportt selama berada
diwilayah / kota yang dikunjungi.

4. Aparatur Sipil Negara Golongan D keatas dapat mengunakan kendaraan
dinas dalam melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam daerah dan
keluar daerah Provinsi, maka uang transportnya dapat diganti BBM dengan
bukti pengeluaran riil.

5. Sewa Kendaraan yang melaksanakan kegiatan perjalanan dinas jabatan di
tempat tujuan yang sifat insidentil.
Catatan:

Telaksanaan yang membutuhkan mobilitas tingg, tidak tersedia kendaraan
dinas dan dilakukan secara selektif dan efisien.

Sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

6. Uang harian perjalanan dinas jabatan keluar daerah Provinsi dapat
diberikan apabila sudah melewati 6 jam dari tempat kedudukan pada hari
yang berkenaan.
Uang harian perjalanan dinas jabatan
diberikan bukan hari kerja ke daerah
kedudukan dengan syarat :

a. Dalam Perjalanan Dinas Jabatan (PP).

b. Kegiatan yang diikuti sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh
penyelenggara.

Penganggaran untuk orientasi dan pendalarnan hrgas berupa pendidikan
dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakaryra, seminar
atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya
manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan
Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan
penyelenggaraannya berpedoman pada keterrtuan yang berlaku.

Satuan biaya diklat pimpinan/struktural merupakan satuan biaya yang
digunakan untuk perencanaafl kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi
pejabat/Pegawai yang akan/tetah menduduki jabatan tertentu dan Satuan
biaya l"atihan Prqjabatan, biaya observasi lapangan dan perjalanan dinas
peserta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Transport taksi dari Bandara dan ke Bandara diberikan Lumpsum Orang
Kegiatan (OK).

keluar daerah Provinsi dapat
tujuandan kembali ke tempat

7.

8.

9.

http://jdih.bengkuluprov.go.id
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Contoh:
Seorang Pejabat/Aparatur Sipil Negara melakukan perjalanan dinas jabatan
dari Bengkulu ke Jakarta, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut :

Berangkat
biaya taksi dari tempat kedudukan Kota Bengkulu ke Bandara Fatmawati
Soekarno; dan
biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat tujuart
(hotel/ penginapan/kantor) di Jakarta.
Kembali
biaya taksi dari hotel/penginapan (Jakarta) ke Bandara Soekarno-Hatta;
dan
biaya taksi dari Bandara Fatmawati Soekarno ke tempat kedudukan (Kota
Bengkulu)

B. Pedalanan Diaas Dalaa Daorah Provlnst

1. Uang harian Perjalanan dinas dari Ibukota Provinsi Benglnrlu ke
Kota/Ibukota Kabupatendiklasifikasikan per golongan dengan rincian
a. Golongan A
b. Golongan B

c. Golongan C
d. Golongan D
e. Golongan E
f. Golongan F
g. Golongan G

Gubernur Wakil Gubernur dan Pimpinan DPRD
Pejabat Pimpinan Tingg Madya dan Anggota
DPRD
Pejabat Pimpinan Tingg Pratama
Pejabat Administrator
Pejabat Pengawas/ Pelaksana Golongan IV
Pelaksana Golongan III
Pelaksana Golongan II, I

2. Anggota DPRD dan Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan perjalanan
dinas jabatan dalam daerah tidak menggunakan moda transport umum,
tetapi menggunakan kendaraan pribadi, maka transportnya dapat
menggunakan daftar pengeluaran riil.
Catatan:
Transport dalam daerah merupakan daftar pengeluaran riil maksimum
sebesar harga tiket resmi moda angkutan darat/moda Travel (PP).

Transport ke lokasi tempat tujan dalarn Kabupaten /kota tidak
menggunakan moda transport resmi/tidak memiliki moda traspor resmi,
maka pengeluaran transport dapat mengunakan daftar pengeluaran riil (at
cost).

3. Satuan biaya transport dan/atau uang harian kegiatan dapat dibebankan
pada anggaran unit penyelenggara kegiatan atau OPD Pegawai yang
berkenaan sepanjang tidak duplikasi anggaran.

4. Bukti pengeluaan transportasi berupa tiket pesawat, boardirtgpass, aitport
tax, retribusi, dan bukti moda transportasi l,ainnya.

5. Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaiklcan dari harga
sebenarnya (mark up, danlatau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau
lebih) dalam pertanggung-jawaban perjalanan dinas yang berakibat
kerugian pemerintah daerah, maka pihak tersebut bertanggungiawab
sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

6. Untuk Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Daerah Provinsi
Benglulu tidak diklasifikasikan perdaerah kabupaten/kota tujuan, hanya
dibedakan per golongan.

7. Perjalanan Dinas Datam Kabupaten pada UPTD yang berkedudukan di
Kabupaten:
Biaya perjalanan dinas dari kantor UPTD yang berkedudukan di
Kabupaten ke Rrlau Enggano sama dengan satuan biaya perjalanan dinas
dari Frovinsi ke Rr.lau Enggano.

http://jdih.bengkuluprov.go.id
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8. PPTK melakukan
perjalanan dinas
Pengeluaran.
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perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran
disetujui PA/KPA disampaikan kepada Bendahara

PIt. GUBERNUR BENGKULU,
ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

IIRO HUKUM,

,.Lt.t

TK.I
23 1992A2 1 003

dengan aslinya
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